
 
 

 

 
 

WALIKOTA SORONG 
PROVINSI PAPUA BARAT 

 
PERATURAN WALIKOTA SORONG 

NOMOR     3    TAHUN  2018 
 

TENTANG 
 

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN / INSENTIF BAGI TENAGA 

KESEHATAN DI KOTA SORONG 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA SORONG, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan motivasi 

kerja dalam memberikan pelayanan langsung kepada 
masyarakat khususnya di bidang pelayanan kesehatan 
secara maksimal dilingkungan Puskesmas / FKTP 
didukung dengan kinerja dan Kualitas tenaga kesehatan 
dengan memberikan insentif dinas Kesehatan; 

 

  b. bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan 

penghasilan / insentif kepada tenaga kesehatan 
berdasarkan beban kerja, kelengkapan profesi, tempat 
tugas dan pertimbangan kemampuan keuangan daerah 
yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan 
pegawai; 

 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota Sorong tentang Pemberian Tambahan 
Penghasilan / Insentif Bagi Tenaga Kesehatan di Kota 
Sorong; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian 
Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, 
Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

173,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian 

Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, 
Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960); 

 

S A L I N A N 
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2. Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 
2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia                    
Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4884); 

 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah  dan  Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 5049); 
 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  
Pembentukan  Peraturan Perundang – undangan 
(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  5233); 
 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494);  

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 
 

9. Peraturan  Pemerintah  Nomor  12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor  6041); 
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10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – 

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 199); 

 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik 
Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan 

Depdagri dan Pemerintah Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan  :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN 

TAMBAHAN PENGHASILAN / INSENTIF BAGI TENAGA 
KERJA KESEHATAN DI KOTA SORONG 

 
BAB I 

 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud   dengan :  

1. Daerah  adalah Kota Sorong. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud  dalam Undang-Undang  Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom.  

4. Walikota adalah Walikota Sorong. 

5. FKTP adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. 

6. OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah. 
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7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Sorong. 

8. Tenaga Kesehatan adalah Tenaga kerja Kesehatan yang dipekerjakan pada 

FKTP/ Puskesmas Se – Kota Sorong baik yang Berstatus Pegawai Negeri 

Sipil Maupun Non Pegawai Negeri Sipil dan Paramedis maupun Non 

Paramedis. 

9. Dokter Umum / Dokter Gigi Pegawai Negeri Sipil / Non Pegawai Negeri 

Sipil adalah Dokter Umum / Dokter Gigi yang status kepegawaiannya 

Pegawai Negeri Sipil / Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja secara full 

time di FKTP / Puskesmas setiap bulannya dalam wilayah Kota Sorong. 

10. Apoteker Purna Waktu Pegawai Negeri Sipil / Non Pegawai Negeri Sipil 

adalah Apoteker yang status kepegawaiannya Pegawai Negeri Sipil / Non 

Pegawai Negeri Sipil yang bekerja secara full time di FKTP / puskesmas 

setiap bulannya. 

11. Tambahan penghasilan / insentif bagi tenaga kesehatan Non Kesehatan 

adalah Tambahan penghasilan / insentif bagi tenega kesehatan di 

lingkungan FKTP / Puskesmas yang diberikan oleh Pemerintah Kota 

Sorong dengan besaran ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan 

daerah. 

 
BAB II 

 

PENGANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN 

Pasal 2 
 

Tambahan penghasilan dianggarkan pada belanja tidak langsung pada 

Dokumen Pelaksana Anggaran OPD Dinas Kesehatan Kota Sorong setiap 

bulannya. 

BAB III 
 

KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN 

Pasal 3 
 

Besaran tambahan penghasilan / insentif ditetapkan sebagai berikut : 

 

NO 

NAMA TENAGA 

KESEHATAN 

BESAR INSENTIF / 

BULAN / 

KUNJUNGAN / PKT 

 

KETERANGAN 

1. Kepala Puskesmas 6.500.000 PNS 

2 Kepala IFK 5.000.000 PNS 

3. Dokter Umum 5.000.000 PNS / Non PNS 

4. Dokter Gigi 5.000.000 PNS / Non PNS 

5. Apoteker 750.000 PNS 

6. Bidan 750.000 PNS 

7. Perawat 750.000 PNS 

8. Analis 750.000 PNS 

9. Gizi 750.000 PNS 
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10. Tenaga Kesmas 750.000 PNS 

11. Sanitasi 750.000 PNS 

12. Tenaga Non Kesehatan 500.000 /400.000 PNS / Non PNS 

 
 

BAB IV 
 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 4 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota 
Sorong. 
 

        Ditetapkan  di  Sorong   

        pada tanggal  1 - 3 - 2018 
 

       WALIKOTA SORONG, 
               CAP/TTD 
       LAMBERTHUS JITMAU 

Diundangkan  di  Sorong 
pada  tanggal  1 – 3 – 2018 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG, 
               CAP/TTD 
    WELLY TIGTIGWERIA 
        

BERITA DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2018 NOMOR 3 
         

        Salinan sesuai dengan aslinya 
 

            KEPALA BAGIAN HUKUM  

      
               YOHANIS SALLE  
            Pembina Tk.I (IV/b) 
     NIP.19621213 198903 1 013 

 


